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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berfokus pada alokasi dana desa yang merupakan 

aspek terpenting dalam suatu desa untuk menjalankan pembangunan-

pembangunan melalui program yang telah di susun, yang termasuk di 

antaranya adalah pembangunan infrastruktur guna kesejahteraan 

masyarakat. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana 

pelaksanaan alokasi dana desa dilakukan, dampak  program alokasi 

dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan 

bagaimana program alokasi dana desa dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam perspektif  Ekonomi Islam di 

Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan dan 

dampak program alokasi dana desa terhadap masyarakat desa di 

Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Metode analisis 

yang digunakan adalah pendekatan lapangan deskriptif kualitatif, 

Metode pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, 

serta dokumentasi. Penelitian lapangan yang bersumber dari data 

primer. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan tokoh 

masyarakat di Kecamatan Kebun Tebu, dalam pemilihan sampel 

dengan menggunakan metode purposive sampling, untuk 

menganalisa data penulis menggunakan model Miles dan Huberman 

dengan metode berfikir deduktif kualitatif yakni berangkat dari fakta- 

fakta yang umum, peristiwa yang kongkrit ditarik generalisasi yang 

mempunya sifat khusus. 

Berdasarkan penelitian dan analisis data terdapat kesimpulan, 

pelaksanaan alokasi dana desa di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten 

Lampung Barat Tahun 2020 belum sesuai dengan peraturan 

pemerintah No. 11 Tahun 2019 pasal 100 tentang alokasi dana desa. 

Dimana ADD dengan besaran 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah 

anggaran yang ada digunakan untuk keperluaan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, dan yang paling sedikit yaitu 30% 

(tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang ada digunakan untuk 

penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, operasional pemerintah 

desa, tunjangan dan operasional BPD (Badan Permusyawaratan 

Desa), dan insentif RT, RW. Tetapi dalam pelaksanaan yang ada di 
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Kecamatan Kebun Tebu, sebaliknya yaitu lebih banyak ADD  yang 

di dapat digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan kepala desa, 

dan insentif RT, RW. Sedangkan untuk alokasi dana desa itu sendiri 

dirasakan peningkatannya dari tahun-ketahun walaupun belum bisa 

menyentuh keseluruhan program yang telah ditetapkan oleh peraturan 

pemerintah tentang pengelolaan alokasi dana desa. 

 

Kata Kunci : ADD, Kesejahteraan, Dan Ekonomi Islam 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the allocation of village funds which 

is the most important aspect in a village to carry out developments 

through programs that have been compiled, which includes 

infrastructure development for the community. The formulation of the 

problem in this research is how the implementation of village fund 

allocation is carried out, the impact of the village fund allocation 

program on improving welfare, and how the village fund allocation 

program can improve community welfare in the perspective of Islamic 

Economics in Kebun Tebu District, West Lampung Regency. 

The purpose of this research is the implementation and impact 

of the village fund allocation program on rural communities in Kebun 

Tebu District, West Lampung Regency. The analytical method used is 

a qualitative descriptive approach. The data collection method uses 

observation, interviews, and documentation. Field research sourced 

from primary data. The population in this study were village officials 

and community leaders in Kebun Tebu District, in selecting samples 

using purposive sampling method, to analyze data writers using the 

Miles and Huberman model with qualitative deductive thinking 

methods, namely departing from general facts, concrete events 

generalizations that have special properties are drawn. 

Based on research and data analysis, there are conclusions that 

the implementation of village fund allocation in Kebun Tebu District, 

West Lampung Regency in 2020 has not been in accordance with 

government regulation no. 11 of 2019 article 100 concerning the 

allocation of village funds. Where ADD with the amount of 70% 

(seventy percent) of the total budget used for village government 

purposes, implementation of village development, and at least 30% 

(thirty percent) of the existing budget is used for fixed income and 

village head allowances. Village government operations, allowances 

and BPD operations (Village Consultative Body), and incentives for 

RT, RW. However, in the implementation in Kebun Tebu Subdistrict, 

on the contrary, there is more ADD that can be used for fixed income, 

village head allowances, and incentives for RT, RW. Meanwhile, the 

allocation of village funds itself is felt to increase from year to year, 
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although it has not been able to touch the entire program that has been 

stipulated by government regulations regarding the management of 

village fund allocations. 

 

Keywords :  ADD, Welfare, and Islamic Economics 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul adalah bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam 

semua tulisan. Judul merupakan pemeberi arah yang memberikan 

jenis isi yang terkandung didalamnya. Dengan penegasan ini 

diharapkan dapat menghindari kesalah pahaman dikalangan 

pembaca, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan 

terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.  Adapun judul 

penelitian ini adalah “Analisis Program Alokasi Dana Desa Tahun 

2020 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam” Di Kecamatan Kebun Tebu. Penegasan 

ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai arti 

dalam skripsi ini. Adapun kata-kata yang akan diuraikan secara 

singkat pada judul diatas adalah sebagai berikut:  

1. Analisis, Menurut Komarudin, menjelaskan bahwa analisis 

adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan 

menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda 

komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-

masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.
1
 

2. Alokasi Dana Desa adalah proses, cara, mengalokasikan. 

Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa 

yang mana hasilnya bersumber dari bagi hasil pajak daerah 

serta hasil dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10%.
2
 

3. Peningkatan, istilah peningkatan diambil dari kata dasar tingkat 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia), makna peningkatan itu 

                                                             
1Yuni Septiani, dkk. Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik 

Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual. 
Jurnal Teknologi dan Open Source, Vol. 3 No. 1 (Juni 2020), h. 131. 

2Hawi Jaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2003), h. 133.  



 
 

 
 

2 

sendiri adalah peroses, perbuatan, cara meningkatkan ( usaha, 

Kegiatan). untuk mencapai satu tujuan. 

4. Kesejahteraan Masyarakat, adalah satu kondisi terpnuhinya 

kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan 

yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana tercukupinya 

kebutuhan jasmani dan rohani.
3
 

5. Persepektif  Ekonomi Islam, Persepektif adalah cara pandang 

yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang 

akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar 

dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan 

yang luas.
4
 Ekonomi islam adalah bidang ilmu ekonomi yang 

syarat akan perinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-Quran 

dan As-sunnah yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam, 

yang memuat akan perinsip keadilan, pertanggung jawaban dan 

juga takaful (Jaminan sosial).
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Berbicara tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah 

Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaaan 

pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah, serta laju 

pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. 

Namun pembangunan Nasional, pada pelaksanaannya masih 

dihadapkan dengan masalah pokok, pembangunan seperti 

ketimpangan pembangunan antara desa, dan kota di Indonesia. 

Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang 

mempengaruhinya, sehingga pembangunan di Indonesia tidak 

merata.  

Pengelolaan Keuangan Dana Desa menjadi salah satu isu 

strategis, oleh karena itu Kepala Dinas PMP Lampung Barat  

                                                             
3Rudi Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 

2012), h.145. 
4Dedi Supriadi, Ekonomi Mkiro Islam (Bandung : Pustaka Seti, 2013), h. 249. 
5Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan 

Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia  (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2013), h.62-63. 
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bapak Yudha Setiawan, “menjelaskan realisasi ADD secara tepat 

oleh peratin dapat dipastikan akan mendorong kesejahteraan 

masyarakat”. Pada tahun 2020 Dana Desa dapat digunakan untuk 

bermacam-macam kegiatan seperti pertanian, perkebunan, 

perikanan, peternakan, home industri, pariwisata dan pelestarian 

lingkungan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kehidupan 

masyrakat desa. Sedangkan pada tahun sebelumnya kegiatan 

ADD di Kabupaten Lampung Barat dimasing-masing pekon/desa 

masih memprioritaskan  pada pembangunan insfrastruktur 

khusunya jalan raya. Karena pada umumnya desa-desa di 

Kabupaten Lampung Barat penduduknya memiliki tempat usaha 

yang jauh dari tempat bermukim, sehingga sulit dijangkau karena 

kondisi jalan yang licin dan masih tanah. Oleh sebab itu, dengan 

kondisi  permasalahan yang ada sekarang menjadi keharusan bagi 

tiap Pemrintah Desa untuk membangun infrastruktur yang 

nyaman, dan layak untuk masyarakat. 
6
. Kegiatan yang paling 

banyak dibicarakan seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 

83.931 desa, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer 

dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk 

membangun desa. Anggaran yang diberikan tidak sedikit, setiap 

desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 

miliar rupiah.  

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil Pra-

Riset dalam SK Keputusan Bupati Lampung Barat No B /32/ 

KPTS/III.13/2020 tentang cara pembagian dan penetapan rincian 

alokasi dana pekon, setiap pekon tahun anggaran 2020. Berikut 

adalah Besaran Alokasi Dana Pekon Tahap I 20 %, Tahap II 40 

%, Tahap III 40 % Kabpaten Lampung Barat.
7
  

 

 

                                                             
6 www.Kupastuntas.co/2020/01/09/menilik-program-dana-desa-lampung-

barat-tahun-2020 
7SK. Keputusan Bupati Lampung Barat No B /32/ KPTS/III.13/2020 tentang 

cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana pekon, setiap pekon tahun 

anggaran 2020.   
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Tabel 1 

Besaran Alokasi Dana Pekon Tahap I 20 %, Tahap II 40 %, 

Tahap III 40 % Kabupaten Lampung Barat 

 

No Kecamatan Nama 

Pekon 

Total ADP DD 20% DD  

40 % 

DD  

40 % 

1.  Kebun Tebu Cipta 

Mulya 

414.245.120 82.849.024 165.689.048 165.698.048 

2. Kebun Tebu Muara 

Baru 

383.026.720 76.605.344 153.210.688 153.210.688 

3. Kebun Tebu Muara 

Jaya II 

458.810.920 91.762.184 183.524.368 183.524.368 

4. Kebun Tebu Muara 

Jaya I 

394.963.720 78.992.744 157.985.488 157.985.488 

5. Kebun Tebu Pura Jaya 477.954.520 95.590.904 191.181.808 191.181.808 

6. Kebun Tebu Pura 

Wiwitan 

456.788.120 91.357.624 182.715.248 182.715.248 

7. Kebun Tebu Sinar Luas 418.983.120 83.796.624 167.593.248 167.593.248 

8. Kebun Tebu Tribudi 

Makmur 

350.82.320 70.136.464 140.272.928 140.272.928 

9. Kebun Tebu Tribudi 

Syukur 

402.665.120 80.533.024 161.066.048 161.066.048 

10. Kebun Tebu Tugu 

Mulya 

393.033.320 78.606.664 157.213.328 157.213.328 

 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu peroses yang 

menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam 

jangka panjang. Pembangunan ekonomi selalu ditunjukan untuk 

kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan pada hakikatnya 

adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang 

berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-

banyaknya, menciptakan keadilan, sosial, politik dan 

pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak dilihat 

dari segi pembangunan fisiknya saja. Namun, mencakup 
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pembangunan sumber daya manusia, pembangunan bidang sosial, 

politik, ataupun pembangunan ekonomi masyrakat.
8
 

Pembangunan desa mengutamakan keseimbangan yang 

serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, 

pengarahan bantuan dan pasilitas yang diperlukan. Sedangkan 

masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan 

berbentuk perakarsa swadaya gotong royong pada setiap 

pembangunan yang dilaksanakan.
9
 

Alokasi dana desa, memiliki peran penting dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, apabila pengelolaan 

perencanaan program tersebut sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya 

alam sekitar, sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan 

baik. Pengolahan alokasi dana desa harus dilaksanakan secara 

terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam 

peraturan desa (Perdes) ketentuan tersebut menujukan komitmen 

dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan alokasi dana desa 

harus sesuai dengan good governance yang harus dilaksanakan 

oleh para pelaku dan masyarakat desa . Untuk itu pembangunan 

pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang 

dihadapi,  potensi yang dimiliki dengan aspirasi masyarakat 

merupakan  perioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan. Untuk itu pemerintah membentuk Undang-undang No. 

6 tahun 2004 tentang desa. Salah satu bentuk  kepedulian 

pemerintah terhadap pembangunan wilayah pedesaan adalah  

adanya anggaran pembangunan pedesaan secara khusus yang 

dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) untuk membangun wilayah pedesaan, yakni dalam 

bentuk alokasi dana desa (ADD). Dana desa adalah dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang 

diperuntukkan untuk menciptakan kemandirian desa dengan 

                                                             
8Loncolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan edisi 5, 

(Yogyakarta,Uupstim,2015), H.31. 
9Kansil dan Cristine, Pemerintah Daerah di Indonesia Hukum Administrasi 

Daerah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), h. 3. 
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melakukan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat. Tujuan diberikannya dana desa adalah untuk 

mewujudkan desa mandiri dengan cara melaksanakan 

pembangunan dan memberdayakan masyarakat dengan 

memanfaatkan potensi yang ada pada desa yang bersangkutan.  

Pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Kebun Tebu 

diberikan pada 10 (sepuluh desa) yaitu : Cipta Mulya, Muara 

Baru, Muara jaya (II), Muara Jaya (I), Pura Jaya, Pura Wiwitan, 

Sinar Luas, Tribudi Syukur, Tribudi Makmur, dan Tugu Mulya. 

Dengan jumlah penduduk 18,881 jiwa, dengan kondisi 

perekonomian didominasi pada sektor pertanian 70% (tujuh 

puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) lainnya merupakan 

wiraswasta, pedagang dan PNS. Dalam pelaksanaannya alokasi 

dana desa dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat diantaranya: pembangunan infrastruktur yang 

memudahkan masyarakat dalam akses distribusi hasil pertanian, 

pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES), dan ekonomi 

kreatif lainnya yang memiliki nilai jual.  

Berdasarkan dari pembangunan desa pada masa lalu, 

terutama diera orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan 

pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara 

sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh 

pemerintah baik kemampuan sendiri maupun dengan dukungan 

negara-negara maju. Pembangunan desa pada eraorde baru 

dikenal dengan sebutan pembangunan masyrakat desa (PMD) dan 

pembangunan desa (Bang Des). Pembangunan masyrakat desa 

(PMD) merupakan upaya yang dilakukan secara terencana dan 

berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang sejahtera 

dari tingkah laku berpikir tradisional menjadi masyarakat yang 

modern, sedangkan pembagunan desa (Bang Des) merupakan 

pembangunan desa yang mengedepankan kearifan lokal kawasan 

pedesaan yang mencakup demografi masyarakat, karakteristik 

sosial budaya, usaha pertanian, kertkaitan ekonomi desa-kota, 

sektor kelembagaan desa, dan karateristik kawasan pemukiman. 

Kemudian diera reformasi istilah yang paling menonjol 
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“Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)”. Pada masa orde baru 

secara subtensial pembanguna desa cenderung dilakukan secara 

seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program 

pembanguna desa lebih bersifat top-down, pada era reformasi 

secara subtensial pembangunan desa lebih kepada desa itu 

sendiri. 

Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilator, 

memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah 

banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan 

diantara program inpres desa tertinggal dan bantuan masyarakat 

tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat botten-up 

atau kombinasi top-down dan botten-up. Program pembangunan 

desa bersifat botten-up tertuang dalam undang-undang otonomi 

daerah (OTDA).
10

 Oleh karena itu, pembangunan pedesaan yang 

dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta 

partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya 

yang diperlukan untuk merancanag dan membangun 

perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi 

ekonomi yang ada, sehingga dapat lebih meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam undang-

undang No.32 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah maupun 

undang-undang No.32 tahun 2004 tentang dana keuangan pusat 

dan daerah. Wacana itu memperoleh sambutan positif dari semua 

pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah, 

akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk 

menghilangkan praktek-peraktek sentralistik yang dianggap 

kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Perinsif 

otonomi daerah menggunakan perinsip otonomi seluas-luasnya, 

dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur 

                                                             
10Rosnawati,  Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Way Kanan Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam Studi Pada Kecamatan Negri Besar, (Lampung: Skripsi Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.30. 
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semua urusan pemerintahan diluar, yang menjadi urusan  yang di 

tetapkan dalam undang-undang. Meskipun saat ini kebijakan 

yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat 

Kabupaten/ kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian 

tersebut harus dimulai dari level pemerintah yang paling bawah 

yaitu desa.
11

 

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2013 tentang 

desa pasal 68 ayat (1) dinyatakan bahwa tujuan alokasi dana desa 

ini adalah sebgai berikut : 

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam 

melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan 

kemasyarakatan sesuai kewenangan. 

2. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat didesa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan 

secara partisifatif sesuai dengan potensi desa. 

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan,kesempatan bekerja 

dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. 

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat 

desa. 

Terdapat penelitian dahulu tentang Alokasi Dana Desa 

(ADD) diantaranya:  

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Andi  Siti Sri 

Utami (2017)  dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, 

Kabupaten Wajo”. Hasil penelitian menunjukkan proses 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjwaban. 

Faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, sarana dan 

prasarana, sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya 

Manusia, petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun 

berubah dan komunikasi.  

                                                             
11Akbar Prabawa, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan 

Didesa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong sebrang Kutai Karta Negara”. Jurnal Ilmu 

Pemerintah, Vol. 3 No. 228 (Desember 2015). H. 23. 
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Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Deswandi (2018) 

dengan judul “ Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (Add) 

2017 Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam 

Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Ketapang 

Lampung Selatan)”. Hasil dalam penelitian ini yaitu, pelksanaan 

ADD 2017, terhadap pendapatan masyarakat, dalam 

pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan pemerintag No.43 

tahun 2014 pasal 10 tentang ADD, yang mana 70 % dari ADD 

digunakan untuk pembangunan desa dan 30 %, digunakan untuk 

operasional pemerintahan desa. Tetapi sebaliknya 70% digunakan 

untuk operasional desa dan 30% digunakan untuk Pembangunan 

desa, sehingga dampak ADD belum bias dirasakab secara 

langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, karena 

pelaksanaan yang kurang terprogram. Penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan program alokasi dana desa tahun 2017 

di kecamatan ketapang dalam mendistribusikan alokasi dana desa 

pembagian dana untuk setiap setiap desanya dibagi berdasarkan 

jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi masing-masing desa. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah 

Field Research dan Library Reseach.  

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Bernarddus Seran 

dan Medan Yonathan Mael (2017) dengan judul “ Analisis 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan 

Perekonomian Masyarakat Petani Di Desa Usapinontot”. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan 

ADD di desa Usapinontot telah dilakukan dengan memperhatikan 

kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat.  

Penelitian keempat, yang dilakukan oleh “Rizki Ulfa 

Nazilla”( 2018) dengan judul “ Efektifitas Pengalokasian Dana 

Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif 

Ekonimi Islam”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan program alokasi dana desa dalam meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat sangat efektif, karena sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

Penelitian kelima dilakukan oleh Arif Widyatama, dan 

Lola Novita (2017) dengan judul “ Pengaruh Kompetensi dan 

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah 

Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)”.  Hasil 

analisis pengujian hipotesis menunjukan variabel kompetensi 

aparatir tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 

dalam pengelolaan ADD, sedangkan variabel system 

pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap 

akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. 

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan 

bahwa, penelitian di atas memiliki kesamaan dalam penentuan 

judul dengan penulis, yaitu tentang menganalisis program 

Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Adapun perbedaan yang terdapat pada skripsi ini, 

yaitu terletak pada tahun dilaksanakannya penelitian dan lokasi 

tempat dilaksanakannya penelitian. Pada penelitian  ini, penulis 

mengadakan penelitian di Kecamatan kebun Tebu, Kabupaten 

Lampung Barat, dengan lebih memfokuskan kepada 

pembangunan yang ada di lampung barat untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.   

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian dengan judul“Analisis Program 

Alokasi Dana Desa (ADD) 2020 Terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung 

Barat)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada anggaran 

alokasi dana desa serta kebijakan penyaluran dana desa yang 

dilaksanakan pada tahun 2020. Agar penulisan skripsi ini tidak 
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menyimpang dari tujuan yang semula direncanakan, sehingga 

mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa yang 

dilakukan pada daerah Kecamatan Kebun Tebu? 

2. Bagaimana Dampak Program Alokasi Dana Desa Terhadap 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kebun 

Tebu? 

3. Bagaimana Program Alokasi Dana Desa Dapat Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kebun Tebu Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka 

penulis memiliki tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa 

Yang Dilakukan Pada Daerah Kecamatan Kebun Tebu. 

2. Untuk Mengetahui Dampak Program Alokasi Dana Desa 

Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan 

Kebun Tebu. 

3. Untuk Mengetahui Program Alokasi Dana Desa Dapat 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarkat Kecamatan Kebun 

Tebu Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a.  Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan 

kepada pihak lain yang berkepentingan. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu 

kontribusi terhadap dunia akademis agar dapat menjadi acuan 

bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan tema 

serupa. 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan tolak ukur bagi pemerintah dalam membuat kebijakan 

terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan Masyarakat. 

b. Bagi penulis, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang 

diperoleh dan dapat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 Penulis menemukan beberapa judul skripsi dan jurnal yang 

pernah ditulis oleh penulis sebelumnya, yang berkaitan dengan 

judul skripsi yang diteliti oleh penulis. Setelah penulis membaca 

beberapa dekripsi tersebut, terdapat perbedaan dan persamaan 

yang cukup signifikan. Sehingga dalam penulisan nantinya tidak 

akan timbul plagiarisme. Oleh karena itu, penulis akan 

kemukakan sekripsi yang pernah di tulis oleh penulis 

sebelumnya, diantaranya: 

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Andi  Siti Sri Utami 

(2017)  dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, 

Kabupaten Wajo”. Persamaan pada penelitian ini terletak 
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pada jenis penelitian yaitu, dengan metode penelitian 

kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini adalah, penelitian terdahulu membahas tentang proses 

pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung 

jawaban. Sedangkan didalam penelitian ini membahas 

tentang anggaran alokasi dana desa serta kebijakan 

penyaluran dana desa yang dilaksanakan pada tahun 2020. 

2. Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Deswandi (2018) 

dengan judul “ Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa 

(Add) 2017 Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan 

Ketapang Lampung Selatan)”. Persamaan pada penelitian ini 

terletak pada metode penelitian lapangan yang bersumber 

dari data primer dengan cara observasi, wawancara, serta 

dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah peneliti terdahulu ingin mengetahui 

pelaksanaan program anggaran dana desa terhadap 

peningkatan pendapatan masyarakat, dan mengetahui 

pelaksanan program terhadap peningkatan pendapatan 

masyrakat dalam perspektif ekonomi islam. Sedangkan 

didalam penelitian ini membahas tentang anggaran alokasi 

dana desa serta kebijakan penyaluran dana desa yang 

dilaksanakan pada tahun 2020. 

3. Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Bernarddus Seran dan 

Medan Yonathan Mael (2017) dengan judul “ Analisis 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan 

Perekonomian Masyarakat Petani Di Desa Usapinontot”. 

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian 

yaitu dengan metode peneletian kualitatif. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian 

terdahulu ingin mengetahui gambaran pengelolaan anggaran 

dana desa dalam meningkatkan perekonomian petani dengan 

memperhatikan kesesuaian anggaran dana desa dengan 

kebutuhuan masyarakat. Sedangkan didalam penelitian ini 



 
 

 
 

14 

membahas tentang anggaran alokasi dana desa serta 

kebijakan penyaluran dana desa yang dilaksanakan pada 

tahun 2020. 

4. Penelitian keempat, yang dilakukan oleh “Rizki Ulfa Nazilla”( 

2018) dengan judul “Efektifitas Pengalokasian Dana Desa 

Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif 

Ekonimi Islam”. Persamaan dalam penelitian ini terletak 

pada jenis penelitian yaitu dengan metode penelitian 

kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini adalah penelitian terdahulu ingin mengetahui proses 

pelaksanaan program anggaran dana desa dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dampak 

alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Sedangkan didalam penelitian ini membahas 

tentang anggaran alokasi dana desa serta kebijakan 

penyaluran dana desa yang dilaksanakan pada tahun 2020. 

5. Penelitian kelima dilakukan oleh, Rohman Sholeh dengan 

judul skripsi “Analisis Penyerapan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam”. Persamaan penelitian ini terletak 

pada jenis penelitian yaitu dengan metode kualitatif. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 

peneltian terdahulu ingin mengetahui penerapan alokasi 

dana desa dan penerapan alokasi dana desa dalam 

pemberdayaan masyrakat. Sedangkan didalam penelitian ini 

membahas tentang anggaran alokasi dana desa serta 

kebijakan penyaluran dana desa yang dilaksanakan pada 

tahun 2020.
12

 

6. Penelitian keenam dilakukan oleh, Bambang herianto dengan 

judul skripsi “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) 

Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom 

Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun”. Persamaan 

                                                             
12 Rohman Sholeh. “Analisis Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi 

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. (2019). H. II 
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peneltian ini terletak pada jenis penelitian yaitu dengan 

metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini yaitu peneliti terdahulu ingin 

mengetahui pengaruh anggaran dana desa terhadap 

pemberdayaan masyarkat dalam pembangunan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa 

Raden Anom Kecamatan Batang Asai menunjukan bahwa, 

terdapat enam pengaruh ADD terhadap pemberdayaan 

masyarakat. Diantaranya pembangunan talut, jalan setapak, 

rehabilitasi PAUD, pengadaan bak penampungan air, 

pengadaan meteran air, pengadaan alat pemandian jenazah, 

dan alat-alat komputer. Selain itu, terdapat kendala-kendala 

yang ditemui dalam pengelolaan ADD terhadap 

pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan 

Batang Asai. Diantaranya, terbatasnya keterlibatan 

masyarakat, dan terbatasnya SDM yang memadai. Terdapat 

tiga upaya yang diambil dalam pengelolaan ADD terhadap 

pembaerdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan 

Batang Asai dengan cara memingkatkan disiplin kerja, 

mengikuti pelatihan, dan melibatkan masyarakat dalam 

pemanfaatan dan desa. Sedangkan didalam penelitian ini 

membahas tentang anggaran alokasi dana desa serta 

kebijakan penyaluran dana desa yang dilaksanakan pada 

tahun 2020.
13

 

7. Penelitian ketujuh dilakukan oleh, Neli Lolita Manik dengan 

judul skripsi “Pengaruh Pengelolaan Aloksi Dana Desa 

terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten 

Simalungun”. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada 

data yang diproleh dari kuisioner dan wawancara. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah peneliti 

terdahulu ingin mengetahui pengaruh  perencanaan dana 

desa, pengawasan dana desa, dan alokasi dana desa terhadap 

                                                             
13Bambang Herianto. “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten 

Sarolangun“. Skripsi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah. (2018). H. VI.  
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kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di 

Desa Di Kabupaten Simalungun bahwa secara parsial, 

perencananaan alokasi dana desa, pengawasan alokasi dana 

desa, pelaporan alokasi dana desa tidak berpengaruh 

terhadap kesejahteraan masyrakat desa tetapi pelaksanaan 

alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat masyarakat desa. Secara 

simultan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan 

alokasi dana desa memiliki pengaruh simultan dan signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan didalam 

penelitian ini membahas tentang anggaran alokasi dana desa 

serta kebijakan penyaluran dana desa yang dilaksanakan 

pada tahun 2020.
14

 

8. Penelitian kedelapan dilakukan oleh Riki Rina Sari dengan 

judul skripsi “Analisis Optimalisasi Alokasi Dana Desa 

(ADD) Dalam Meningkatkan Prekonomian Masyarakat 

Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun 

Tahun 2014-2018”. Persamaan penelitian ini terletak pada 

jenis penelitian yaitu dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah penelitian terdahulu ingin mengetahui 

gambaran pengelolaan anggaran dana desa dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa ADD di Desa Ranggo digunakan 

untuk meningkatkan pembangunan dibidang insfrastruktur 

yang pada dasarnya dapat dicapai tetapi belum optimal. 

Sedangkan didalam penelitian ini membahas tentang 

anggaran alokasi dana desa serta kebijakan penyaluran dana 

desa yang dilaksanakan pada tahun 2020.
15

 

                                                             
14 Nelli Lolita Manik. “Pengaruh Pengelolaan Aloksi Dana Desa terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Simalungun”.  Skripsi Akutansi, 

Ekonomi Dan Bisnis , (2019). H. I 
15 Riki Rina Sari, “Analisis Optimalisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam 

Meningkatkan Prekonomian Masyarakat Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten 

Sarolangun Tahun 2014-2018”. Skripsi Ekonomi Syariah, Ekonomi Dan Bisnis Islam 

(2019.) H. Viii 
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9. Penelitian kesembilan dilakukan oleh, Endang Juliana dengan 

judul skripsi “Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam 

Menunjang Pembanguan Pedesaan Di Kabupaten Asahan”. 

Persamaan penelitian ini terletak pada metode pengumpulan 

data. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah peneliti terdahulu ingin mengetahui pemanfaatan 

dana desa dalam menunjang pembangunan, kesenjangan 

kebijakan, dan kebijakan pemerintah dalam pelayanan 

publik. 

Hasil penelitian ini menunjukan kebijakan dana desa telah 

berperan memberikan peningkatan pendapatan rik 

masyarakat pedeaan dan hal tersebut diakui oleh 69% 

masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan dana desa juga 

memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana 

fisik dipedesaan dan hasil kajian menemukan sebesar 86% 

menyatakan setuju bahwa dengan adanya konteks 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi 

serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilakukan dengan 

baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan 

masyrakat pedesaan. Dampak yang diharapkan dari adanya 

dana desa dalam menunjang pembangunan di pedesaan 

dalam jangka pendek dikatakan cukup baik. Sedangkan 

didalam penelitian ini membahas tentang anggaran alokasi 

dana desa serta kebijakan penyaluran dana desa yang 

dilaksanakan pada tahun 2020.
16

` 

10. Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Hilya Izzah dengan 

judul skripsi “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan 

Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Studi Pada 

Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan 

Madina”. Persamaan penelitian ini terletak pada jenis 

penelitian yaitu dengan metode kualitatif. Perbedaan 

                                                             
16Endang Juliana. “Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang 

Pembanguan Pedesaan Di Kabupaten Asahan”. Skripsi Ekonomi Pembangunan, 

Ekonomi Dan Bisnis , (2017).  H. i. 
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penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

permaslahan yang dikaji. Karena tim pelaksana alokasi dana 

desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangan belum 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak 

melalukan transparansi dan akuntabel kepada masyarakat 

desa. Penelitian dilakukan dengan secara mendalamdan 

dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan alokasi 

dana desa. Sedangkan didalam penelitian ini membahas 

tentang anggaran alokasi dana desa serta kebijakan 

penyaluran dana desa yang dilaksanakan pada tahun 2020.
17

 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah 

dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa, penelitian di 

atas memiliki kesamaan dalam penentuan judul dengan 

penulis, yaitu tentang menganalisis program Alokasi Dana 

Desa (ADD) terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Adapun perbedaan yang terdapat pada skripsi 

ini, yaitu terletak pada rumusan masalah, tempat yang 

dijadikan penelitian, dan populasi/sampel yang digunakan. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu 

dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai 

suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistemmatis 

mengenai berbagai jenis masalah yang hanya memerlukan 

pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.
18

 Dalam rangka 

penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode untuk 

memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa 

data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

                                                             
17 Hilya Izzah,  “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat 

Studi Pada Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina”.. 

Skripsi Akuntasi Syariah, Fakultas Dan Bisnis Islam (2018), h. I 
18 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Methodelogi Penelitian, (Bumi Aksara, 

Jakarta, 1997), h. 1. 
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1) Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data 

kualitatif  merupakan data yang tidak langsung berwujud 

angka, tetapi dalam bentuk konsep ataupun pengertian 

abstrak. Dalam hal ini data yang akan di gunakan sebagai  

alat  analisis  adalah  data  yang  berhubungan  dengan  

pelaksaan program alokasi dana desa terhadap 

kesejahteraan masyarakat 

2) Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk 

menetapkan fokus masalah, memilih informan sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat 

kesimpulan atas temuannya. Peneliti turun langsung ke 

lapangan melakukan observasi, wawancara, dan 

pengambilan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti 

mengunakan instrumen observasi, wawancara, dan 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

peneliti, di kecamatan kebun tebu kabupaten lampung 

barat.  

3) Sumber Data Penelitian 

  Dalam penelitian ini sumber data penulis 

peroleh dari : 

a. Data primer  

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan 

dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian 

yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang 

sebenarnya.
19

 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah pengumpulan data berupa riset, 

                                                             
19 Sutrisno Hadi, metodologi Research, (Fakultas Tegnologi UGM, 

Yogyakarta, 1986), hlm, 27. 
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yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian-

penelitian terdahulu dan sumber-sumber lain yang 

berkaitan dengan judul yang dimaksud.
20

 

4) Populasi Dan Sampel Data 

 Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang 

kita tentukan. 
21

 atau populasi adalah seluruh wilayah 

generalisasi yang terdiri tas objek atau subjek yang 

mepunyai kualitas dan karateristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian 

dan ditarik kesimpulannya. 

 

Tabel 2 

Jumlah Populasi Penelitian 

No Desa Jumlah 

Aparatur 

Desa 

Jumlah Tokoh 

Masyarakat 

Masyarakat 

Terkait 

1 Cipta 

Mulya 

18 8 7 

2 Muara 

Baru  

16 7 5 

3 Muara 

Jaya II 

20 9 7 

4 Muara 

Jaya I 

19 8 5 

5 Pura Jaya 17 9 6 

                                                             
20 Ibid, h. 42. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, cet XVI, 2014), h. 117. 



 
 

 
 

21 

No Desa Jumlah 

Aparatur 

Desa 

Jumlah Tokoh 

Masyarakat 

Masyarakat 

Terkait 

6 Pura 

Wiwitan 

18 6 4 

7 Sinar luas 15 5 2 

8 Tribudi 

Makmur 

26 12 7 

9 Tribudi 

Syukur 

24 10 9 

10 Tugu 

Mulya 

16 7 5 

Jumlah 189 81 57 

     Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2020 

  

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah populasi ini, 

yang terdiri dari Jumlah aparatur desa sebanyak 189, Jumlah 

tokoh masyarakt sebanyak 81, dan masyarakat yang terkait 

sebanyak 57. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 327.Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik 

tertentu. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

penduduk di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung 

Barat. Dengan teknik Purposive Sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan kriteria yang telah di pilih oleh 

peneliti. 

Pengambilan sampel berjumlah 327 orang responden atas 

pertimbangan jumlah tersebut cukup dengan tingkat Margin Of 

Error sebesar 15% dan tingkat kepercayaan sebesar 85%. 

Husein umar mengatakan pengambilan sampel tersebut 

didapatkan dengan menggunakan rumus. Untuk menghitung 
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besar ukuran sampel dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknik Slovin yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

n =  

Keterangan:  

n: Anggota atau unit sampel 

N: Jumlah Populasi 

e: Error yang di toleransi (0,15 atau 15%) 

 

Berdasarkan teknik Slovin, maka ukuran sampel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

n =  

n =  

n =  

n = 44, 308 

 Jadi, hasil perhitungan dari pengambilan sampel, 

maka penulis menetapkan pengambilan sampel sebanyak 

44 responden. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan data 

yang akurat disini menggunakan wawancara.  

5) Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah: 

a. Metode Observasi 

 Observasi adalah cara mengumpulkan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang di 

selidiki.
22

 Dalam observasi penelitian menggunakan 

                                                             
22 I Gusti Rai Utama dan Bi Made Eka Mahadewi, Metodelogi Penelitian 

Pariwisata Dan Perhotelan, (Yogyakarta: CV Andi Offset, adisi 1, 2015), h. 52. 
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jenis observasi non partisifasi, dalam observasi ini 

pengobservasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

yang di observasi. Penelitian hanya menggunakan 

data-data yang sudah ada di wilayah Kecamatan 

Kebun Tebu. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi 

verbal atau semacam percakapan memerlukan 

kemampuan responden untuk merumuskan buah 

pikiran atau perannya dengan tepat. 

Interview sebagai suatu proses tanya jawab lisan, 

dimana dua orang atau lebih berhadap-hadap secara 

fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri, 

merupakan alat mengumpul informasi langsung 

untuk berbagai jenis data data sosial, baik yang 

terpendam (latent) maupun yang memanifes.  

Bentuk wawancara yang dipakai adalah 

wawancara bebas dan bebas terpimpin. Wawancara 

bebas adalah proses wawancara dimana interview 

tidak secara langsung mengarahkan tanya jawab 

pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian. 

Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah 

kombinasi wawancara bebas dan wawancara 

terpimpin. Jadi wawancara hanya pokok-pokok 

masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 

wawancara berlangsung mengikuti situasi. 

Penentuan sumber data kepada orang yang di 

wawancarai dilakukan secara purposive, yaitu 

dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu 

kepada orang-orang yang dipandang tahu situasi 

sosial tersebut. 

Penulis mengunakan metode ini sebagai 

pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, 
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terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan 

masyarakat di Kecamatan Kebun Tebu. 

c. Dokumentasi 

Mengumpulkan data melalui peninggalan 

penulis melalui beberapa arsip-arsip dan juga 

termasuk buku-buku tentang teori pendapat, dalil 

atau hukum-hukum dan sebagainya yang 

berhubungan dengan masalah penyelidikan.
23

  

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data 

berupa catatan, arsip, dan sebagainya  yang  

berhubungan  dengan  hal-hal  yang  berkaitan  

tentang penelitian ini berupa data masyarakat 

aparatur dan pihak yang terkait. 

6. Teknik Pengelolaan Data 

Setelah melakukan penelitian, data yang telah 

terkumpul akan dianalisis sebagaimana data tersebut 

diperoleh melalui wawancara dengan Langkah- langkah 

sebagaimana berikut: 

a. Editing 

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

cukup lengkap, benar, dan sudah sesuai atau 

releven dengan masalah. 

b. Klasifikasi 

Memberikan penafsiran terhadap hasil presentase 

yang di peroleh sehingga memudahkan penulis 

untuk menganalisa dan menarik kesimpulan 

c. Interpretasi 

Memberikan penafsiran terhadap hasil presentase 

yang di peroleh sehingga memudahkan penulis 

untuk menganalisa dan menarik kesimpulan. 

                                                             
23 Suharsim Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 

2002), h. 20. 
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7. Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2017 : 245) mengungkapkan, analisis 

data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sejak 

sebelum memasuki lapangan, sewaktu dilapangan dan 

setelah selesai di lapangan. Hal ini berarti, setiap 

peneliti melakukan proses pengambilan data, kemudian 

peneliti langsung melakukan analisis dari data tersebut 

seperti pemilihan tema dan kategorisasinya.  

Analisis data adalah peroses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, 

dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, dan memilih mana yang lebih penting untuk 

dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan.
24

 Untuk 

kepentingan analisi data, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode analisi kualitatif.  

Analisis kualitatif merupakan penelitian yang 

dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh 

peneliti, dan kehadiran peneliti tidak begitu 

mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. 

Sedangkan pendekatan pada penelitian ini adalah 

pendekatan induktif, yaitu prosedur penelitian 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan 

kemudian menjadi hipotesis dan teori. Analisis 

deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur untuk 

penelitian yang mengahasilkan data deskriptif 

digunakan untuk menguraikan dan merincikan kalimat-

kalimat yang ada. Sehingga dapat ditarik kseimpulan 

sebagai jawaban dari permasalah yang ada dengan 

menggunakan pendekatan deduktif. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model 

                                                             
24 Sugiono, metode penelitian kombinasi, h.65. 
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analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman 

dalam buku sugiono. Aktivitas dalam analisis data yaitu 

data reduction (reduksi data), data display (penyajian 

data), dan conclusion drawing / verification. (Sugiyono, 

2017 : 246). 

 a. Data Reduction ( Reduksi Data ) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, menitikberatkan pada hal-hal yang penting, 

mencari tema dan polanya. Dengan begitu data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang spesifik, dan 

mempermudah peneliti untuk melaksanakan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.  

b. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa 

dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Dengan mendisplay data maka akan memudakan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

c. Conclusion Drawing / Verification (Kesimpulan Dan 

Verifikasi) 

Tahap ketiga dalam analisis kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berganti apabila tidak ditemukan bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya 

namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang akan dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

Berikut analisis data tersebut dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 
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Gambar  1 

Komponen dalalm Analisis Data (Interactive Model) 

( Miles dan Huberman, dalam Sugiyono, 2017:247 ) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ekonomi 

1. Pengertian Ekonomi 

Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari 

masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran 

(kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat 

memenuhi kebutuhannya, baik barang- barang maupun 

jasa).
25

 Ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam 

memilih dan menciptakan kemakmuran. Menurut Aristoeles 

berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang 

digunakan melalui dua jalan yaitu adanya kemungkinan 

untuk dipakai dan kemungkinan untuk di tukarkan dengan 

barang. (Nilai pemakaian dan nilai penukaran).  

Menurut peraturan dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, 

menyatakan bahwa pengelolaan keuangan adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban 

keuangan desa. Desa merupakan komunitas kecil yang terikat 

pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat pemenuhan 

kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung pada 

pertanian. 

Pengertian dari masyarakat  merupakan sekelompok 

manusia yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat 

tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah 

ditentukan agar ditaati dan dilaksanakan dan dilaksanakan 

oleh setiap anggota masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan 

yang sudah ada dalam masyrakat kemudian menjadi pedoman 

pada setiap warganya, sehingga dapat membedakan antara 

                                                             
25Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis Dan 

Analisis Emperis, (Bogor: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 

2013), h. 4. 
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masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Alokasi dana 

desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh 

pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari 

bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima 

oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang 

cukup signifikan bagi desa untuk menunjang 

programprogram desa. Pengelolaan keuangan baik dari 

anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh 

masyarakat dan pemerintah daerah. Kendala-kendala  yang 

dihadapi oleh Pemerintah Daerah Baik Pemerintah Desa Dan 

Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian 

terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana 

Desa. Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa 

meliputi : 1) Penyiapan rencana; 2) Musrenbang desa yang 

melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat 

yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa; 3) 

Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APB 

Desa; 4) Penetapan APB Desa; 5) Pelaksanaan 

pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara 

swakelola; 6) Pertanggung jawaban, pemerintah desa wajib 

menyampaikan laporan musyawarah pembangunann desa; 7) 

Pemanfaatan pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014). 

Pengelolaan Dana Desa harus meliputi tiga kegiatan penting 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertangguang jawaban. 

a. Perencanaan 

Perencanaan merupakan tahap awal dalam 

pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan 

untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, 

tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun 

(MUSDUS) untuk menampung usulan-usulan masyarakat 

mengenai perogram kerja apa yang akan dilakukan untuk 

tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 Tahun 

2014). 
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b. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 

pembiayaanya bersumber dari ADD sepenuhnya 

dilakukakn oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa).  

Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian 

informasi secara jelas kepada ma syarakat, maka pada 

setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi 

dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi 

kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat 

nama kegiatan, volume kegiatan, besaran dari ADD 

maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan 

kegiatan seperti yang telah disepakati dalam 

musrenbangdes (Diansari 2015). 

c. Pertanggung jawaban 

Dalam melaksanakan tugas, wewenang hak dan 

kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala 

desa memiliki kewajiban utnuk menyampaikan laporan. 

Laporan tersebut bersipat priodik semesteran dan tahunan, 

yang disampaikan ke Bupati/Wali Kota dan ada juga yang 

disampaikan ke BPD. 

Menurut Soetomo, kesejahteraan merupakan suatu 

kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-

keamanan, keadilan, dalam berbagai dimensi. Kondisi 

tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan 

psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan 

yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa 

takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian 

kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran 

kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga 

spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah 

melainkan juga rohaniah. 
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2. Prinsip Dan Tujuan Sistem Ekonomi 

Setiap sistem ekonomi didasarkan pada idiologi tertentu 

yang secara langsung menggariskan prinsip-prinsip ekonomi, 

memberikan landasan dan tujuan dalam berekonomi. Prinsip 

dalam sistem ekonomi sangat ditentukan oleh pandangan hidup 

yang dianut, ini tidak lain agar tujuan sistem dapat tercapai 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagaimana prinsip dalam 

sistem ekonomi kapitalis, yang menjadikan kepemilikan kapital 

dan mekanisme pasar sebagai unsur utama dalam aktivitas 

ekonominya dapat berkembang pada masyarakat yang berpaham 

liberalis. 

Begitu juga pada sistem sosialis yang manjadikan 

kolektivitas serta mengabaikan kepemilikan individu sebagai 

prinsip, dapat berkembang pada masyarakat yang berpaham 

sosialis- komunis. Selain prinsip dalam sistem ekonomi, tujuan 

sistem ekonomi juga sangat ditentukan oleh bagaimana satu 

sistem tersebut mamandang dunia. Jika dipandang dari suatu 

sistem ekonomi bahwa dunia disediakan untuk sepenuhnya 

kepentingan manusia tanpa ada batasan-batasan norma, maka 

tujuan yang terbentuk hanyalah untuk kepuasan maksimum 

sebagaimana yang terdapat pada ekonomi kapitalis. 

Hal ini berbeda dengan apa yang ada pada sistem ekonomi 

islam, yang memandang bahwa keberadaan manusia dan 

sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan 

norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki oleh ciptaan 

Tuhan, tentunya akan melahirkan rasa tanggung jawab atas apa 

yang dilakukan dalam menggunkan sumber daya-sumber daya 

yang terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan solusi 

terhadap berbagai permasalahan yang ada, dengan kebijakan-

kebijakan pada kemasalahatan dan menciptakan keadilan dalam 

ekonomi umat.
26

 

 

                                                             
26Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan 

Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta:  PustakaPelajar, 2013), h. 
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3. Kebijakan Ekonomi 

Kebijakan ekonomi atau politik ekonomi (economic 

policy), yaitu cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan 

yang diambil oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur 

kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan 

tertentu. Masalah konkret yang dihadapi dalam politik ekonomi 

ialah bahwa tujuan-tujuan tersebut belum tentu dapat dicapai 

bersama-sama. Sebab kerap kali usaha untuk mencapai tujuan 

yang satu terpaksa sedikit banyak harus mengorbankan tujuan 

yang lain. Misalnya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan 

diperlukan investasi dalam jumlah yang besar. 

Tetapi investasi besar-besaran mudah menimbulkan inflasi 

dan memberatkan Neraca Pembayaran karena memperbesar 

impor. Demikian pula usaha menstabilkan harga beras sering 

bertolak belakang dengan usaha memajukan sektor pertanian dan 

pemerataan pendapatan bagi petani. Untuk menjawab tantangan 

itu memang diperlukan kebijaksanaan. Kebijakan yang dibuat 

pemerintah harus bekerja sama dengan instansi lain atau yang 

terkait karena kebijakan yang diambil biasanya akan berimbas 

pada instansi lain. Kebijakan ekonomi yang dapat dilakukan 

antara lain menaikkan tariff bea import bagi barang- barang yang 

di negara kita sudah ada sehingga masyarakat akan lebih 

memilih produk kita, memberikan bantuan modal untuk produk 

yang mempunyai keunggulan komparatif dengan bunga ringan 

dan jangka waktu panjang sehingga produk tersebut dapat masuk 

di pasar dunia. Dalam hal ini pemerintah dapat bekerja sama 

dengan bank, dinas pajak dan lain-lain. 

Kesimpulan dari pengertian di atas,  kebijakan ekonomi 

adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip prinsip untuk 

mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana 

dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Seperti kebijakan 

pemerintah untuk kepentingan public misalanya, meliputi semua 

kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan 

tranportasi, komunikasi, pertahanan kemanan (militer), serta 

fasilitas- fasilitas umum lainnya (air bersih,listrik). Begitu juga 
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dengan kebijakan sosial merupakan kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung 

terhadap kesejahteraan warga Negara melalui penyediaan 

pelayanan social atau bantuan keuangan. Kebijakan ekonomi 

yang masuk kedalam kebijakan sosial, sangat terkait dengan 

kebijakan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat. Kebijakan ekonomi yang masuk kedalam kebijakan 

sosial, sangat terkait dengan kebijakan pemerintah yang 

berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
27

 

4. Belanja Negara 

a. Dana Perimbangan (DAU dan Bagi Hasil) 

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

(otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan 

ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. 

1. Dana Bagi hasil 

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang 

berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah 

(otonom) dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana bagi hasil bersumber dari dana bagi hasil pajak 

dan bagi hasil sumber daya alam. DBH Pajak 

merupakan bagian daerah yang berasal Dari 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  Bea 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak 

Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Yang dimasksud 

dengan PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan 

terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas 

                                                             
27Ibid. h 54 
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penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 

(8). Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan 

imbangan 10% untuk Pemerintah (Pusat) dan 90% 

untuk daerah. 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk 

provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU 

ditetapkan sekurang- kurangnya 26% dari Pendapatan 

Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. 

Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota 

dihitung dari perbandingan antara bobot urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan 

kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi 

dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, 

maka proporsi DAU antara provinsi dan 

kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 

90%. 

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) 

memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan 

formula dan perhitungan DAU kepada Presiden 

sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 

tahun anggaran berikutnya. Menteri Keuangan 

kemudian melakukan perumusan formula dan 

penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan 

pertimbangan DPOD dimaksud. Formula dan 

perhitungan DAU disampaikan oleh Menteri Keuangan 

sebagai bahan penyusunan RAPBN.  

DAU untuk suatu daerah dialokasikan 

berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan 

alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara 

kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal 

diukur dengan menggunakan variabel jumlah 

penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan 

Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per 

kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan 
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kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Bagi Hasil. Alokasi dasar dihitung 

berdasarkan jumlahgaji Pegawai Negeri Sipil 

Daerah.Data yang digunakan dalam penghitungan 

DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah 

dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang 

menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka data 

yang digunakan adalah data dasar penghitungan DAU 

tahun sebelumnya. 

 DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu 

provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi 

yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh 

provinsi. Bobot provinsi merupakan perbandingan 

antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan 

total celah fiskal seluruh provinsi. DAU atas dasar 

celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung 

berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang 

bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh 

kabupaten/kota. Bobot kabupaten/kota merupakan 

perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota yang 

bersangkutan dan total celah fiskal seluruh 

kabupaten/kota. 

Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan 

perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan 

penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot 

variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas 

wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks 

Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik 

Regional Bruto per kapita. Kapasitas fiskal daerah 

merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah 

dan DBH. 

Kondisi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) 

berdasarkan nilai celah fiskal: 

a. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 
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0, menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah 

celah fiskal. 

b. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 

0, menerima DAU sebesar alokasi dasar. 

c. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan 

nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, 

menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah 

diperhitungkan nilai celah fiskal. 

d. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan 

nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi 

dasar, tidak menerima DAU. 

e. DAU ntuk suatu daerah otonom baru dialokasikan 

setelahun undang- undang pembentukan disahkan. 

Penghitungan DAU untuk daerah otonom baru 

dilakukan setelah tersedia data celah fiscal dana lokasi 

dasar untuk daerah baru tersebut. 

f.  Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka 

penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara 

proporsional dengan daerah induk. Dalam hal ini, 

penghitungan menggunakan data  jumlah penduduk, 

luas wilayah, dan belanja pegawai. 

Kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan 

gas bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 

dialokasikan sebagai DAU tambahan. DAU tambahan 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula DAU atas 

dasar celah fiskal.Alokasi DAU per daerah ditetapkan 

dengan Peraturan Presiden. Alokasi DAU tambahan 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. DAU 

disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas 

Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran 

DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 

1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan. Tata cara 

penyaluran DAU dan DAU tambahan diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
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Transfer dana perimbangan ke daerah adalah dana 

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

Negara (APBN) yang dialokasikankepada daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana 

perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian, 

transfer kedaerah ditetapkan dalam APBN, peraturan 

presiden, dan peraturan menteri keuangan (PMK) yang 

selanjutnya di tuangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh direktorat 

jendral perimbangan keuangan selaku kuasa pengguna 

anggaran atas nama menteri keuangan selaku pengguna 

anggara untuk tiap jenis transfer ke daerah dengan dilampiri 

rincian alokasi per daerah. 

5. Program Alokasi Dana Desa 

Program atau perencanaan (planning) yaitu fungsi 

dasar (Fundamental) manajemen, karena organizing, 

staffing, directing, dan controlling pun Harus terlebih 

dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis, 

perencanaan ini ditunjukan pada masa depan yang penuh 

dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi 

dan situasi. Hasil perencanaan baru akan di ketahui pada 

masa depan. Agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, 

hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan 

direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah 

masalah “memilih”. Artinya memilih tujuan, dan cara 

terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa 

alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak 

ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa 

keputusan.
28

  Program dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas 

serta usulan- usulan (dalam ketatanegaraan, perekonomian) 

yang akan dijalankan pemerintah. Sedangkan menurut 

pendapat Kunarjo program didefinisikan secara teknis 

                                                             
28Malayu S.P. Hasibuan,  Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah  

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 91. 
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sebagai kumpulan dari proyek-proyek yang mempunyai 

kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek-proyek. 

Sementara itu menurut Jones program adalah 

terjemahan dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan yang 

nyata dan alokasi dari energi- energi dan sumber-sumber 

daya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan berhubungan 

dengan lingkungan ekstern. Perencanaan menurut 

Williams, perencanaan adalah proses untuk mengantisipasi 

dan mengubah sesuatu yang belum terjadi, melihat jauh ke 

depan, mencari solusi yang optimal, yang dirancang untuk 

meningkatkan dan idealnya memaksimalkan manfaat 

pembangunan secara pasti dan yang akan menghasilkan 

hasil yang diprediksi.  

Namun kita sebagai umat muslim memiliki 

pandangan yang lebih bijak dan relevan daripada pendapat 

pakar perencanaan tersebut. Islam mengajarkan kita tentang 

studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran 

dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi 

pedoman kita untuk menindak lanjuti berbagai macam 

permasalahan hidup, begitupun dengan perencanaan.
29

 

 

Sebagaimana Allah berfirman dalam dalam (QS. AL-an’am, 

38): 

 ٓ هِ إلََِّ أُ ئِسٖ َطَُِسُ بجَِىَبحَ
ٓ ضِ وَلََ طَ  َزأ وَمَب مِه دَآبَّتٖ فٍِ ٱلۡأ

ً  زَبِّهِمأ  ءٖۚ ثمَُّ إىَِ أٍ بِ مِه شَ نِخَ  ىَب فٍِ ٱىأ طأ ب فَسَّ ثَبىنُُمۚ مَّ أمَُمٌ أمَأ

شَسُونَ    ٨٣َحُأ

Artinya:“Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi 

dan burung-burung yang terbang dengan kedua 

sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. 

                                                             
29Abu Usamah Abdurrahmah, “Perencanaan Dalam Kaidah Islam” (0n-line), 

tersedia di: https://islamisone.wordpress.com/2013/01/11/perencanaan-dalam-kaidah-

islam/ (14 Juni 2017). 
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Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, 

kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan” (QS. 

AL-an’am, 38).30
  

 

Dari ayat tersebut , dapat kita ambil makna yang tersirat, 

bahwasannya setiap mahluk hidup memiliki aktivitasnya 

masing-masing, dan setiap aktivitas tersebut akan dicatat dalam 

kitab amal perbuatan. Dari mulai yang terkecil hingga yang 

terbesar akan dicatat secara rinci dan detail oleh Malaikat. Dan 

kelak buku amalan tersebut akan menjadi saksi di Yaumul 

Hisab. Untuk itu perlu adanya perencanaan dalam melakukan 

suatu aktivitas, karena manusia berbeda dengan mahluk hidup 

lainnya, manusia memiliki aktivitas yang dinamis, berbeda 

dengan tumbuhan dan hewan. Karena manusia dibekali oleh 

akal pikiran, hal ini merupakan faktor yang membedakan 

manusia dengan mahluk hidup lainnya di alam dunia. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diasumsikan 

bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang akan 

dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia dan 

menghasilkan manfaat. Dalam merencanakan suatu program 

harus memiliki karakteristik antara lain, yaitu: 

1) Program harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran 

yang dapat diukur; 

2) Program harus dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk 

mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian 

sasaran; 

3) Program dapat dihitung secara analisis cost benefit. Jadi 

kecuali mempunyai sasaran yang jelas, program juga harus 

dapat diukur outputnya. 

 

                                                             
30Depertemen Agama RI, Al-Jamanatul. Ali Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 

(Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2004), h. 350 
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6.  Alokasi Dana Desa 

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi 

Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. 

Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN 

sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang 

dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana 

alokasi umum, dari dana aloksi umum tersebut kemudian 

kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang 

kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam 

rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan 

kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan 

kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa 

untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut. 

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam 

pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi 

kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan 

dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak 

diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju 

kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa 

semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang 

desa tersebut kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa 

tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai 

pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk 

memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu 

pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari 

desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa 

bahwa : “Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk 

tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai 
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Alokasi Dana Desa (ADD)”.
31

  

    

B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat 

1. Pengertian kesejahteraan  

Kesejahteraan secara bahasa, aman, sentosa, dan 

makmur. Sehingga kesejahteraan itu meliputi keamanan, 

keselamatan, dan kemakmuran.  Kesejahteraan menurut 

ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah 

suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat 

jasmani dan rohani, baik maupun dari luar hubungan kerja, 

yang secara langsung atau tidak langsung atau dapat 

mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja 

yang aman dan sehat. 

Menurut Kolle dalam bukunya bintarto, kesejahteraan 

dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu: 

a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti 

kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya. 

b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti 

kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya. 

c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti 

fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. 

d. Dengan melihat kualitas hidup dari spiritual, seperti 

moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya
32

.  

2. Pengertian kesejahteraan Masyarakat 

Menurut Fahrudin menyatakan bahwa: “Kesejahteraan 

adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi 

kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, 

                                                             
31Aditya Achmad Fathony, Asep Sopian. (2019), Pengaruh alokasi dana desa 

terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

desa langonsari kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung, Jurnal Akuntansi 
Fakultas Ekonomi UNIBBA Vol.10 No.3 h 41-57 

32 Bintaro, Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2989), h.54. 
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tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesemapatan untuk 

melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai 

yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya 

bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran 

sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin”.
33

 

Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat 

dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup 

masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat 

kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat. Kesejahteraan 

sosial menurut UUD RI nomor 11 tahun 2009 tentang 

kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1: “kesejahteraan sosial 

adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sepiritual, dan 

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya”. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi 

seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain yang bersifat 

primer, sekunder, tersier. 

Adapun spritual untuk memenuhi  kewajiban beragama 

serta mencari arti dan tujuan hidup. Permasalahan kesejahteraan 

sosial yang berkembang dewasa ini menunjukan bahwa ada 

masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari 

pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang 

mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak 

dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.  

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada 

umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain: 

a. sosial ekonomi rumah tangga masyarakat 

b. potensi regional (seperdaya alam, lingkungan dan 

insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur 

                                                             
33Fahrudin,adi.(2012). Pengantar kesejahteraan sosial. Bandung: refika 

Aditama. H 96 - 97 
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kegiatan produksi, dan 

c.  kondisi lembaga yang membentuk jaringan kerja produksi 

dan pemasaran pada skala lokal regional dan global. 

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, 

tidak dapat didefisinikan hanya berdasarkan konsep materi 

dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusian 

dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan 

berorentasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, 

melainkan juga berorentasi pada terpenuhinya kesejahteraan 

spritual. 

3. Indikator kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, 

indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai 

masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera 

atau tidak. Berikut beberapa indikator - indikator 

kesejahteraan masyarakat manurut organisasi sosial dan 

menurut beberapa ahli.  Adapun menurut Muhammad Abdul 

Mannan, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang di 

ilhami oleh nilai-nilai Islam
34

. Kesejahteraan hanya diukur 

dengan indikator moneter menujukan aspek ketidak 

sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada 

kelemahan indikator moneter. 

a. Bappenas 

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi 

pengeluaran rumah tangga (Bapennas, 2000). Rumah tangga 

dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran 

untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari 

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. 

Sebaliknya rumahtangga dengan proporsi pengeluaran untuk 

kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan 

pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat 

                                                             
34Adi Marwan A. Karim, Ekonomi Mikro Islam ( Jakarta: PT. Raja Grapindo 

Persada 2011), h. 10. 
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dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status 

kesejahteraan yang masih randah. 

b. Biro Pusat Statistik 

Menurut BPS ada 14 (empat belas) kriteria untuk 

menentukan keluarga dan rumahtangga miskin seperti luas 

bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber 

penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk 

memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, 

frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan 

tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, 

pendidikan kepala keluarga, dan tabungan atau barang yang 

mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500,00.- seperti 

sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal, motor, 

barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka 

dikatakan sebagai rumah tangga miskin tidak sejahtera. 

Badan pusat statistik (BPS) menyebutkan tentang latar 

belakang informasi mengenai konsep dan istilah yang 

digunakan dalam statistik kesejahteraan sosial diantaranya 

adalah kondisi rumah tangga, luas lantai, daerah perkotaan 

atau pedesaan, probabilitas bayi mati sebelum mencapai usaia 

1 tahun keluhan masyarakat terdapat kesehatan, imunisasi, 

pasien rawat inap, status gizi, narapidana, aksi dan korban 

kejahatan, luas lantai, mendengarkan radio, membaca 

koran/surat kabar, serta menonton televisi. Dari beberapa 

devisi tentang indikator kesejahteraan diatas dapat 

disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi: 

1) Tingkat Pendapatan 

 Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh 

masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah 

tangga maupun pendapatan anggota-angota rumah tangga. 

Pengahasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk 

konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan an kebutuhan 

lain yang bersifat material. 
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2) Komposisi 

 Pengeluaran Pengeluaran Pola kosumsi rumah tangga 

merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah 

tangga atau keluarga selama ini berkemabang pengertian 

bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk 

konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah 

tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah 

tangga tersebut. Rumah tangga dengan porporsi 

pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan 

mengindentifikasikan rumah tangga yang berpenghasilan 

rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, 

makin kecil porporsi pengeluaran untuk makanan terhadap 

seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan 

semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk 

makanan kuah lebih kecil dibandingkan presentase 

pengeluaran untuk non makanan. Rata-rata pengeluaran 

rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola 

konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga 

yang bersangkutan. 

3) Pendidikan 

 Pendidikan merupakan bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada 

perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya 

dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas 

hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. 

Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga 

pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan 

sosial pemerintahan bersama orang tua telah menyediakan 

anggaran pendidikan yang diperlukan secara besa-besaran 

untuk memajukan sosial dan pembangunan bangsa, untuk 

mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-

nilai luhur yang harus di lestarikan seperti rasa hormat 

kepada orang tua, kepada pemimpin kewajiaban  untuk 

mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, 
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jiwa pratriotisme dan sebagainya. Pendidikan juga 

diharapkan untuk memupuk rasa takwa kepada Allah yang 

maha esa. Meningkatkan kemajuan-kemajuan dan 

pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan dan 

pertahanan keamanan secara tepat dan benar, sehingga 

membawa kemajuan pada individu masyarakat dan negara 

untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. 

Pendidikan sebagai lembaga konserfatif mempunyai 

fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a) fungsi sosialisasi, 

b) fungsi kontrol sosial, 

c) fungsi pelestarian budaya, 

d) fungsi reproduksi budaya, 

e) fungsi difusi kultural, 

f) fungsi peningkatan sosial, dan 

g) fungsi modifikasi sosial.
35

 

Menurut BPS pendidikan dapat diukur melalui beberapa 

indikator yaitu: angka atau huruf, angket partisipasi sekolah, 

pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah, dan 

pendidikan yang ditamatkan semakin baik. Dan semakin 

rendah angka putus sekolah semakin baik dan keadaan suatu 

daerah dan sejahtera, karena distribusi bantuan pemerintah 

merata. Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran sumber 

daya sistem pendidikan terhadap usia sekolah.  

Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan 

pendudukan terutama usia muda. Ukuran yang banyak 

digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah 

murid lebih menunjukan perubahan jumlah murid yang 

mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Sehingga, nilai 

presentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai 

semakin      meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan 

                                                             
35 Wudadji, Sosiologi Pendidikan, ( Jakarta: P2LPTK 1988), h. 31-42 
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tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya 

jumlah penduduk usai sekolah yang tidak diimbangi dengan 

ditambahnya insfrastruktur sekolah serta peningkatan akses 

masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak 

berubah atau malah semakin rendah. 

4) Kesehatan 

Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah 

tangga, berikut konsep dan definisi kesehatan menurut 

BPS: 

a) Keluhan kesehatan 

b) Proses kelahiran 

c) Kelahiran 

d) Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan 

e) Imunisasi 

f) ASI 

g) Mengobati sendiri 

h) Obat tradisional 

i) Berobat jalan 

j) Tidak termasuk dalam berobat jalan 

k) Rawat inap 

5) Perumahan 

Dalam data statistik perumahan masuk dalm konsumsi rumah 

tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut BPS: 

a) Bangunan Fisik 

b) Status Penguasaan Rumah 

Dari pemikiran-pemikiran diatas maka pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang 

mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. 

Indikator-indikator yang terus dikembangkan diharapkan 

mampu membaawa korelasi positif pertumbuhan ekonomi 
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dan pembangunan manusia. Oleh karena itu pertumbuhan 

pembangunan harus fokus pada seluruh aset bangsa. Hasil 

dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat secara merata dan pelaksanaannya harus 

berdasarkan pengorganisasian kerja berkembang. 

 

C. Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti 

ekonomi Islam. Beberapa ekonom muslim berusaha 

mendefinisikan, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks 

permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga terkesan 

terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi Islam. 

Adapun definisi-definisi tersebut antara lain: 

a. Muhammad bin Abdullah Al Arabi dalam At Tariqi (2004), 

menurutnya ekonomi Islam adalah “kumpulan prinsip-

prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-

Qur’an dan As-sunah Nabi Muhammad SAW dan pondasi 

ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu 

dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”. 

b. Muhammad Abdul Mannan (1993) mendefinisikan sebagai 

ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai 

Islam. 

c. Metwally (1995), menurutnya ekonomi islam dapat 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari prilaku 

muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang 

mengikuti Al-Qur‟an dan Sunah Nabi SAW, ijma, dan 

qiyas. 

d. Muhammad Syauki Al Fanjari dalam At Tariqi (2004), 

bahwa ekonomi Islam adalah sesuatu yang mengendalikan 

dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok- 

pokok Islam dan politik ekonominya. 
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e. Abdullah Abdul Husain at Tariqi (2004), mendefinisikan 

ekonomi Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat 

aplikatif yang diambil dari dalilnya yang terperinci tentang 

persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan, 

dan cara-cara mengembangkan harta.
36

 

Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al - Baqarah Ayat 

30: 

 قبَىىُٓاْ 
ٗۖ ضِ خَيُِفتَ  زَأ ئِنَتِ إِوٍِّ جَبعِوٞ فٍِ ٱلۡأ

ٓ مَيَ  وَإِذأ قبَهَ زَبُّلَ ىيِأ

دِكَ  هُ وسَُبِّحُ بحَِمأ مَبءَٓ وَوحَأ فلُِ ٱىدِّ سِدُ فُِهبَ وََسَأ عَوُ فُِهبَ مَه َفُأ أحَجَأ

يمَُىنَ  يمَُ مَب لََ حعَأ ٍٓ أعَأ سُ ىلََۖٗ قبَهَ إِوِّ   ٨٣وَوقُدَِّ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan 

seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa 

bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Al - 

Baqarah Ayat 30). 

 

Dari ayat diatas, menjelaskan bahwa Allah 

menciptakan manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini 

bukan membuat kerusakan dengan sumber daya alam yang ada. 

Jadi Ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang 

memelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang diilhami 

oleh nilai-nilai Islam. 

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam 

Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi 

syariah. Al Qur’an juga memberikan hukum-hukum ekonomi 

                                                             
36 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Airlangga, 2012), 

h. 7. 
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yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi Islam itu 

sendiri. Al-Qur’an memberi hukum-hukum ekonomi yang 

dapat menciptakan kesetabilan dalam perekonomian itu 

sendiri.
37

  Dan hal ini tertuang pada (Qur’an surah, 

saba:24).
38

 

ُۖٗ وَإوَِّبٓ أوَأ  ضِۖٗ قوُِ ٱللَّّ زَأ ثِ وَٱلۡأ ىَ  مَ  هَ ٱىسَّ شُقنُُم مِّ ۞قوُأ مَه ََسأ

بُِهٖ  وٖ مُّ
ً  هدًُي أوَأ فٍِ ضَيَ    ٤٢إََِّبمُمأ ىعََيَ

 

Artinya: Katakanlah: "Siapakan yang memberi rezeki kepadamu 

dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan 

Sesungguhnya Kami atau kamu (orangorang musyrik), 

pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang 

nyata.(Qs saba 24).39 

3. Nilai-Nilai , Prinsip Dan Tujuan Keonomi Islam 

Secara khusus, nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam 

bersumber dari Al- Qur‟an dan sunnah, yang menjadi dasar 

dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang  dalam  

menghadapi  perkembangan  zaman  dan  perubahan 

masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk 

ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syari’at. 

bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-

nilai dasar dalam ekonomi yakni
40

  
 

a. Keadilan,  dengan  menjunjung  tinggi  nilai  kebenaran,  

kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran. 

Sebagaimana firman allah dalam surat an-nahl ayat 90: 

                                                             
37Hukum Ekonomi Islam, (On-Line) tersedia di: http://www .islamcendekia. 

com/2014/02/hukum-ekonomi- islam -dalam- sumber-hukum-al-quran.html (18 Juli 

2017) 
38 https://tafsirweb.com/326-quran-surat-al-baqarah-ayat-38.html (10 agustus 

2020) 
39 Depertemen Agama RI, Op.Cit. h. 228. 
40 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Op.Cit., h. 62 

http://www/
https://tafsirweb.com/326-quran-surat-al-baqarah-ayat-38.html%20(10
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  ً بَ قسُأ ٌ ِ ذٌِ ٱىأ
ٓ هِ وَإَِخبَ سَ  حأ ِ هِ وَٱلۡأ عَدأ مُسُ بِٱىأ

َ ََأأ ۞إنَِّ ٱللَّّ

ٍِۚ َعَِظنُُمأ ىعََيَّنُمأ 
بغَأ مُىنَسِ وَٱىأ شَبءِٓ وَٱىأ فحَأ ً  عَهِ ٱىأ هَ وَََىأ

سُونَ    ٠٣حَرَمَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 

kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran”. (Q.S An-nahl: 90). 

Berdasarkan ayat ini Allah SWT memerintahkan 

berbuat adil dalam melaksanakan segala aspek kehidupan 

serta berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan 

kesamaan dan keseimbangan diantara Hak dan Kewajiban 

mereka. 

b. Tanggung Jawab  atau  Amanah,  untuk memakmurkan  bumi  

dan alam semesta  sebagai tugas seorang khalifah. Setiap 

pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk 

berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam 

mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

umum bukan kesejahteraan secara pribadi dan kelompok 

tertentu. 

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58: 

يهَِب وَإذَِا  ٓ أهَأ  ً جِ إىَِ ىَ  مََ  واْ ٱلۡأ مُسُمُمأ أنَ حؤَُدُّ َ ََأأ ۞إنَِّ ٱللَّّ

ب  َ وِعِمَّ هِۚ إنَِّ ٱللَّّ عَدأ نُمُىاْ بِٱىأ هَ ٱىىَّبسِ أنَ ححَأ أُ خمُ بَ حَنَمأ

ا  ب بَصُِس  َ مَبنَ سَمُِعََۢ   ٨٣َعَِظنُُم بِهِٓۦۗٓ إنَِّ ٱللَّّ
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Artinya:   “Sesungguhnya   Allah   menyuruh   kamu   

menyampaikan amanat  kepada  yang  berhak  

menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat.”(QS.An-Nisa:58) 

Berdasarkan ayat  di  atas ,  menegaskan  bahwa,  

amanah  tidak  hanya  menyangkut tentang urusan material 

dan hal-hal yang bersifat fisik saja. Kata-kata adalah amanah, 

memperlakukan insan dengan baik itu juga amanah. Amanah 

merupakan tuntunan Iman dan khianat adalah salah satu 

kekafiran. 

c. Tafakul   (jaminan   jawab   sosial),   adanya   tanggungjawab   

sosial   di masyarakat akan mendorong terciptanya 

hubungan yang baik diantara individu   dan   masyarakat,   

karena   Islam   tidak   hanya   mengajarkan hubungan 

vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini 

secara seimbang. 

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195: 

ينَُتِ  دَِنُمأ إىًَِ ٱىخَّهأ أَ قىُاْ بِأَ
ِ وَلََ حيُأ وَأوَفقِىُاْ فٍِ سَبُِوِ ٱللَّّ

سِىُِهَ  مُحأ َ َحُِبُّ ٱىأ  إنَِّ ٱللَّّ
ۚ
سِىىُٓاْ   ٥٠٨وَأحَأ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan 

Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 

sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat  baiklah,  

karena  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-

orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah:195) 

Berdasarkan ayat diatas, Allah telah menjanjikan 

kepada manusia untuk memberikan imbalan yang lebih 



 
 

 
 

54 

ketika telah ditunaikannya tanggung jawab sosial. Dalam  

ayat lain juga Allah juga telah melarang bagi manusia yang 

menimbun harta kekayaan, hal ini dapat menimbulkan 

kesenjangan sosial diantara mereka.
 

4. Prinsip dan tujuan ekonomi islam 

Prinsip dan tujuan dalam sistem Ekonomi Islam, juga 

bersumber pada ajaran syar‟i yang dikembangkan dan 

dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan candikiawan 

muslim. Sebgaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem 

ekonomi Islam yang meliputi: 

a) Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh 

kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami 

ekonomi sebagai perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang 

dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, 

namun juga diiringi pengakuan terahadap keesaaan Allah 

sehingga apa yang dilakukan harus penuh dengan 

tanggung Jawab. 

b) Khalifah,  kesadaran  sebagai  wakil  Allah  dimuka  bumi  

melahirkan sikap   berekonomi   yang   bener   sesuai   

dengan   tuntunan   syar’i, berekonomi semata-mata untuk 

kemaslahatan umat manusia, dan upaya mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip 

ini mangutamakan kemakmuran kelompok, orang-

perorang atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun. 

Selain dua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip 

tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam 

membangun karangka ekonomi Islam, yakni: kerja, efisiensi, 

kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, 

persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas. 
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Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujauan untuk 

menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin 

terwujudnya tujuan syari’ah. Hal inilah yang membedakan 

secara jelas antara tujuan dalam ekonomi konvensional yang 

tidak memberi tempat pada unsur keimanan. 

Menurut Abdul Manan (1993), landasan ekonomi 

Islam didasarkan pada tiga konsep  Fundamental,  yaitu  

kemimanan  kepada  Allah SWT (tauhid), kepempinan 

(Khalifah), dan keadilan (a‟dalah). Tauhid adalah konsep 

yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang 

pertama adalah dasar pelaksanaan aktiviatas baik yang 

mencakup ibadah (abudilah) mahdah (berkait sholat, dzikir 

dan sebaginya), termasuk ekonomi (mu‟amalah), muasyarah, 

hingga akhlak. 

Ekonomi yaitu bagian dari muamalah secara umum 

dalam konsep islam harus memperhatikan prinsip tauhid, 

khalifah dan keadilan (a‟dalah), yang harus berdampingan 

manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat 

yang sejahtera al-falah. 

Ekonomi Islam memandang bahwa keberadaan 

manusia dan sumbersumber yang dimiliki tidak terlepas dari 

batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki 

adalah ciptaan Tuhan, tentunya akan melahirkan tanggung 

jawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan sumber 

dayasumber daya yang terbatas sehingga diharapkan dapat 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, dengan 



 
 

 
 

56 

kebijakan-
 

kebijakan yang berpihak kepada kemasalahatan 

dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat.
41

 

5. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam. 

a) Pengertian kesejahteraan (Falah) dalam Ekonomi Islam. 

Al-falah secara bahasa diambil dari kata dasar falah 

yang bermakna zharafa bima yurid (kemenangan atas apa 

yang diinginkan), disebut al- falah artinya menang, 

keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat.  

Dalam  al-Qur‟an  Allah  SWT  berfirman  dalam  surat  Al-

Mu’minun ayat 1: 

مِىىُنَ  مُؤأ يحََ ٱىأ  ٥قَدأ أفَأ

Artinya: “ Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang 

beriman”.(Q.S Al-Mu’minun: 1). 

Rasulullah SAW bersabda: Telah menceritakan 

kepada kami 'Amru bin Khalid berkata, Telah menceritakan 

kepada kami Al Laits dari Yazid dari Abu Al Khair dari 

Abdullah bin 'Amru; Ada seseorang yang bertanya kepada 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Islam manakah yang 

paling baik? “Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 

"Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang 

yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal". 

(H.R.Bukhari)
42

. Sedangkan menurut Prof. Dr. Syaikh 

Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, secara istilah al-falah 

berarti: kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan 

dunia akhirat. Dilihat dari segala sisi dan dimensi 

(komprehensif) dalam seluruh aspek kehidupan. 

Sebagaimana yang terlihat dalam Al-qur‟an dan Sunnah.  

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar 

dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, 

                                                             
41 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Op.Cit, hlm. 53. 
42 Imam Bukhari, Kitap Shahih Bukhari, h.15. 
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kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, dan bahkan 

lingkungan. Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh 

masyarakat melalui peningkatan  pendapatan  merupakan  balas  

jasa  atau  usaha  yang dilakukan dengan memanfaatkan faktor- 

faktor produksi yang dimiliki. 

b) Indikator kesejahteraan dalam Ekonomi Islam. 

Ekonomi Islam memberikan penjelasan kesejahteraan 

dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok 

manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidak 

nyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara 

moral dan material.
43

 

Tujuan ekonomi Islam menciptakan kehidupan manusia 

yang aman dan sejahtera. Sebagai tatanan ekonomi, Islam 

menganjurkan manusia bekerja dan berusaha. Bekerja dan 

berusaha dilakukan oleh manusia diletakan Allah pada 

timbangan kebaikan menurut teori Islam, kehidupan-kehidupan 

terbagi menjadi dua unsur materi dan spritual yang satu sama 

lain saling membutuhkan antara lain: 

1) Unsur Materi 

Kenikmatan yang disediakan Allah dibumi berupa rizki 

dan perhiasan. Islam memandang kehidupan dunia ini secara 

wajar, islam memperbolehkan manusia memanfaatkan 

nikmat dunia dan batas-batas yang dihalal-Nya dan yang 

menjauhi yang haram. AL Qur‟an dan hadist menyebutkan 

sejumlah kehidupan yang baik, beberapa kenikmatan dalam 

kehidupan. Nikmat makanan dan minuman yang terdiri dari 

kelezatan daging, buah, susu, madu, air dan lain-lain. 

2) Unsur Spiritual 

Sesungguhnya pondasi kebahagian kehidupan terletak 

dikedamaian, kelapangan dada, dan ketenangan hati, jika 

manusiA menginginkan  kebahagiaan,  maka  sesunggahnya,  

                                                             
43 Adiwarman A. Karim, Ekonomi mikro Islam, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011), h.133 
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ia  tidak  akan memperoleh dengan mengumpulkan harta 

sebanyak-banyaknya.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2000), h. 64 
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